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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR2 TAHUN2020

TENTANG

TABUN 2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 16 TABUN 2017 TENTANG STANDAR PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJABTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
perekonomian saat ini serta untuk adanya peningkatan
kineIja, maka Standar Penghasilan, Tunjangan
Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan
Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ... 2
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
.Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

12. Peraturan Menteri ... 3
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2019 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 16
TABUN 2017 TENTANG STANDAR PENGHASILAN,
TUNJANGAN KESEJABTERAAN DAN BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun
2017 tentang Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 21 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2017
tentang Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal8 ayat (4)diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut :

Pasa1S ... 4



L

4

Pasa18

(1) Pimpinan dan AnggotaDPRDdiberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalarn bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
serta standar harga sewa di Kabupaten Majalengka.

(4) Besarnya Tunjangan Perurnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut :
a. Ketua DPRDsebesar Rp.14.000.000,OO/bulan;
b. Wakil Ketua DPRDsebesar Rp.13.000.000,OO/bulan;
c. AnggotaDPRDsebesar Rp.10.000.000,OO/bulan.

(5) Bagi suami dan Iatau istri yang menduduki jabatan sebagai Pirnpinan
danl atau Anggota DPRD pada DPRD yang sarna hanya diberikan
salah satu tunjangan perumahan.

(6) Bagi Pimpinan dan AnggotaDPRDyang suami atau istrinya menjabat
sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sarna
tidak diberikan tunjangan perumahan.

(7) Bagi Pimpinan dan Iatau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi.

(8) Tunjangan Perurnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRDdikenakan PPH Pasal 21
yang tidak dibebankan pada APBD.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2)diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :

Pasa19

(1) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD disediakan dalarn
bentuk Kendaraan Dinas jabatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRDdiberikan dalarn bentuk
uang sebesar Rp.9.000.000,OO(sembilanjuta rupiah) setiap bulan.

(3) Tunjangan transportasi dimaksudkan untuk mendukung mobilitas
Anggota DPRD dalarn rnelaksanakan tugas dan tanggung jawab
jabatan.

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
diterima oleh Anggota DPRD dikenakan PPH Pasal 21 yang tidak
dibebankan pada APBD.
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Pasalll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 02 Janualll'i 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 02 Ja.tma3fti 3)20

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

~

~~-
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUN MOCHAMADDHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003
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